
 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Penipuan dan Unsur-Unsurnya 

 1.  Pengertian Penipuan 

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua 

sudut pandang  yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian 

Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasnnya adalah sebagai berikut : 

a. Menurut Pengertian Bahasa 

Dalam Kamus Bahas Indonesia6 disebutkan bahwa  tipu berarti kecoh, 

daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), 

dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. 

Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu 

(mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu 

disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat 

diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang 

tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau 

mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. 

b. Menurut Pengertian Yuridis 

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum 

sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. 

                                                             
6 S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364 
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Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan 

hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat 

dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan 

menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:7 

 “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu 
atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun 
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun.” 
 

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung 

dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi 

mengemukakan pengertian penipuan bahwa:8 

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian 
kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan 
ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa 
yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.” 
 
Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas 

bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau 

serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya 

karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang 

melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul 

atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai 
                                                             
7 Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta, 2007. 
8 Sugandhi, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, 

Surabaya, 1980, hal.396-397 
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dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang 

yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan 

nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu 

pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan 

perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan 

perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan 

tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-

kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan 

terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan 

tersebut menjadi pelaku yang berskala besar. 

Adapun hal yang membedakan perbuatan penipuan dan perbuatan 

wanprestasi dapat ditinjau dari perspektif hukum perdata. Masalah 

wanprestasi bisa diitentifikasi kemunculan atau terjadinya melalui 

beberapa parameter sebagai berikut : 

1) Dilihat dari segi sumber terjadinya wanprestasi.  

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement)  Artinya untuk 

mendalilkan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi, harus 

ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1320 BW /KUHPerdata yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa: 

“Supaya terjadi persetujuan yang sah dan mengikat, perlu dipenuhi 

empat syarat yaitu: adanya kesepakatan pada pihak yang 
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mengikatkan dirinya; adanya kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan; adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui; 

suatu sebab yang tidak terlarang.” 

Secara umum wanprestasi biasanya terjadi karena debitur (orang 

yang dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu sesuai perjanjian) 

tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, yaitu: 

a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; atau 

b) Tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi; atau 

c) Tidak layak dalam pemenuhan prestasi sebagaimana yang 

dijanjikan. 

 

2)  Dilihat dari segi timbulnya hak menuntut ganti rugi. 

Penuntutan ganti rugi pada wanprestasi diperlukan terlebih dahulu 

adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor. Hal ini 

penting karena Pasal 1243 BW / KUHPerdata telah menggariskan 

bahwa: 

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu. Kecuali jika 

ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan 

bahwa debitur langsung dapat dianggap lalai tanpa memerlukan 

somasi atau peringatan.” 

Ketentuan demikian juga diperkuat oleh salah satu Yurisprudensi 

Mahkamah Agung tertanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: 
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“Apabila perjanjian secara tegas telah menentukan tentang kapan 

pemenuhan perjanjian maka menurut hukum, debitur belum dapat 

dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu secara tertulis 

oleh pihak kreditur.” 

 

3) Dilihat dari segi tuntutan ganti rugi. 

Mengenai perhitungan tentang besarnya ganti rugi dalam kasus 

wanprestasi secara yuridis adalah dihitung sejak saat terjadi kelalaian. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1237BW / KUHPerdata yang 

menegasakan bahwa: 

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu 

menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai 

untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, 

semenjak perikatan dilahirkan, menjadi tanggungannya.” 

 

Selajutnya ketentuan Pasal 1246 BW / KUHPerdata menyatakan; 

“Biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas 

kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat 

diperolehnya.” 

 

Berdasarkan Pasal 1246 BW / KUHPerdata tersebut, dalam 

wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan 
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jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan 

yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti 

rugi bunga (interst). Dengan demikian, kiranya dapat dipahami bahwa 

ganti rugi dalam wanprestasi (injury damage) yang dapat dituntut 

haruslah terinci dan jelas. 

 Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan masalah tuntutan 

ganti rugi pada kasus perbuatan melawan hukum. Dalam kasus 

demikian, tuntutan ganti rugi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 

BW / KUHPerdata, yakni tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana 

bentuknya dan tidak perlu perincian. Jadi tuntutan ganti rugi didasarkan 

pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. 

Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada 

keadaan semula. Namun demikian, meski tuntutan ganti rugi tidak 

diperlukan secara terinci, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung 

membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi dalam kasus 

akibat perbuatan melawan hukum ini, seperti terlihat pada putusan 

tertanggal 7 Oktober 1976 yang menyatakan : 

“Besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, 

diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdata yakni didasarkan pada 

penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak.” 
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Demikian pula putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 April 

1978, yang menegaskan bahwa : 

“Soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal 

kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu 

ukuran.” 

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun 

perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan 

penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap 

harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang 

atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur- unsur tindak pidana 

terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif. 

Adapun unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal- hal sebagai 

berikut: 

a. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan 

maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga 

olehnya” dan sebagainya; dan 

b. Unsur melawann hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau tertulis 

dalam perumusan pasal maupun tidak. 

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku 

kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan 

dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan 

perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan 
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baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini dalam konteks 

pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku 

penipuan,  secara teori adalah mencakup makna willen en wites (menghendaki 

dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang 

benar telah: 

a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum. 

b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa 

perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang 

lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang 

atau menghapuskan piutang kepadanya 

c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk 

menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau 

memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan 

memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau 

rangkaian kebohongan. 

Disamping itu, karena sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan 

adalah merupakan kasus formil – materil, maka secara yuridis teoritis juga 

diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu 

benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit 

(berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak 
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sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula 

realitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik 

(sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan. 

Selanjutnya mengenai tindak pidana penggelapan, KUHP telah 

mengaturnya dalam Buku II Bab IV yang secara keseluruhan ada dalm 6 

(enam) pasal yaitu dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Namun 

ketentuan mengenai penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada 

Pasal 372 KUHP yang mengatur sebagai berikut: 

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda 

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam 

kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling 

banyak Rp. 900,-“ 

 

Berdasar Pasal 372 KUHP di atas, diketahui bahwa secara yuridis 

penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa: 

a. Unsur Subyektif 

Perbuatan yang kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik 

orang lain yang dirimuskan dalam pasal undang-undang melalui kata 

“dengan sengaja” 

b. Unsur Obyektif 

1) Unsur barang siapa; 
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2) Unsur menguasai secara melawan hukum; 

3) Unsur suatu benda; 

4) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan 

5) Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan. 

 

Jadi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, 

Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan 

membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan 

perbuatan orang tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

penggelapan (opzet), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah 

benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang : 

a. “Mengehendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara 

melawan hukum. 

b. “Mengetahui / menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu 

adalah sebuah benda. 

c. “Mengetahui / menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya 

adalah milik orang lain. 

d. “Mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan. 

Sedangkan terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut 

perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga 

sebagai berikut: 
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a.  Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik 

orang lain tersebut melawan hukum. Unsur melawan hukum ini 

merupakan hal yang harus melekat ada pada perbuatan menguasai benda 

milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. 

b. Cakupan mana “suatu benda” milik orang lain dikuasai oleh palaku 

penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung 

terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-

pindahkan atau bias disebut dengan istilah “benda bergerak”. 

c.  Pengertian bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku penggelapan, sebagian 

atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti 

bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku 

dengan benda yang dikuasainya. 

2.  Unsur-unsur Penipuan 

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. 

Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau 

perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 

378 KUHP tentang penipun. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka 

Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :9 

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan 

terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. 

                                                             
9 Soerodibroto, R. Soenarto, KUHP & KUHAP, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 241 
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Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, 

jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat 

terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan 

melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan 

yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. 

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama 

palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian 

kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana 

ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain 

untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241). 

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan 

orang lain adalah sebagai berikut : 

1) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang 

sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si 

penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan 

ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau 

susunan perbuatan dusta. 

2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-

perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu 

menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu 

kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan 

perbuatan atau tindakan. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



3) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah 

bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatau 

keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada 

orang yang ada dalam keadaan itu. 

4) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup 

sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 

8 Maret 1926, bahwa :10 

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu 

terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu 

melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik 

menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu 

kebenaran”. 

Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, 

sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. 

Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang 

lain. 

c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi 

utang, atau menghapus utang. 

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 

diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan 

                                                             
10 Ibid, hal.245 
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barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 

Agustus 1923 bahwa :11 

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang 
digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu 
barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak 
dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang 
ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu 
situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga 
orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus 
menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut 
menyerahkan sesuatu barang.” 
 

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah 

sebagai berikut :12 

a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu 

barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun 

uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang 

yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga 

kepunyaan orang lain. 

b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang 

lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk 

merugikan orang yang menyerahkan barang itu. 

c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan 

barang itu dengan jalan : 

1)  Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya. 

                                                             
11 Ibid, hal.242 
12 Moeljatno, Asas-Asas Humum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.70 
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2) Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur 

dalam Pasal 378 KUHP. 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka 

seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana 

dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di 

dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan 

tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. 

 

B.  Pidana dan Pemidanaan 

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 

Di bawah ini merupakan pengertian pidana menurut beberapa ahli /pakar 

hukum diantaranya: 

a. Menurut Van Hamel mengatakan bahwa13: 

“Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, 
adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara 
sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, 
yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan 
yang harus ditegakkan oleh Negara.” 

 
b. Menurut Simons menurut Simons, mengatakan bahwa:14 

“Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana 

telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan 

suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.” 
                                                             
13 Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1984 : 47 
14 Ibid, hal. 48 
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c. Menurut Algranjanssen : 

“Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa 

(hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu 

perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut 

telah mencabut kembali sebagaimana dari perlindungan yang seharusnya 

dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan, yaitu 

seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.” 

Pidana dibedakan menjadi pidana formil dan pidana materiil. 

Demikian merupakan pengertian pidana formil dan pidana materiil 

menurut beberapa ahli / pakar hukum diantaranya: 

d. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:15 

“Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan 
itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana 
formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan 
menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.” 

 
e. Wirjono Prodjokoro menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum 

pidana formil sebagai berikut:16 

Isi hukum pidana adalah: 

1) Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam 

dengan hukum pidana, 

2) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu 

merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, 

                                                             
15 Ilyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012, hal.9 
16 Marpaung, Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 2 
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3) Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat 

dihukum pidana, dan 

4) Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. 

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum 

pidana, oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian pengaturan yang 

memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu 

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai 

tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. 

f. Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana 

formil sebagai berikut:17 

“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang 

menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi 

pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang 

dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. 

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur 

cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran 

yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, 

mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan 

sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara 

melaksanakan keputusan hakim.” 

                                                             
17 Ibid, hal. 2 
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak terpenuhi 

diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur 

cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. 

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan 

juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 

umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 

penghukuman. 

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana 

seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang 

menyebutkan bahwa:18 

“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu 
tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga 
perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, 
yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian 
atau penjatuhan pidana oleh hakim.” 

 
Meskipun Wetboek van Strarecht peninggalan penjajah belanda sudah 

tidak terpakai lagi dinegara kita ini, tapi sistem pemidanaannya masih tetap 

kita gunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktik pelaksanaannya sudah 

sedikit berbeda. Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang 

biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang 

yakni dalam KUHP: 

                                                             
18 Makarao, M. Taufik, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana, 
Yogyakarta, 2005, hal. 16 
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a. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok 

penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari 

kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi 

terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara. 

b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk 

kembali bermasyarakat atau rehabilitasi / resosialisasi. 

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 

dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 

konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga 

masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana 

dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak 

lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. 

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan 

dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan 

bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap 

terjadinya kejahatan serupa. 

 

2. Jenis-Jenis Pidana 

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, hukum Pidana Indonesia 

hanya mengenal dua penggolongan pidana, yaitu: 

a. Pidana Pokok terdiri dari : 

1) Pidana Mati 
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2) Pidana Penjara 

3) Pidana Denda 

b. Pidana Tambahan terdiri dari : 

1) Pencabutan hak-hak tertentu 

2) Perampasan barang-barang tertentu 

3) Pengumuman Putusan Hakim 

C. Tujuan Pemidanaan 

Tujuan Pemidanaan dalam Teori-teori pemidanaan banyak 

dikemukakakn oleh para sarjana,  mempertimbangkan berbagai aspek sasaran 

yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak 

terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. 

Tujuan Pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai 

berikut :19 

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik 

secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun secara 

menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar 

dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi. 

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan 

agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi 

masyarakat. 

                                                             
19 Prodjodikoro, Wirjono, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1989, 
hal.16. 
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Para pakar hukum mengelompokkan tujuan pemidanaan menjadi tiga 

sasaran yaitu :20 

1. Memperbaiki pribadi penjahat 

2. Membuat orang menjadi jera 

3. Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan. 

Ada beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan 

pemidanaan), yaitu : 

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (Vergeldings Theorien) 

Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti 

memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang untuk dijatuhkan 

pidana kepada pelanggar hukum. Pidana merupakan tuntutan mutlak, 

bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan 

dengan kata lain hakikat suatu pemidanaan adalah pembalasan. 

Menurut Kant mengemukakan bahwa :21 

“Pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu 

syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati 

terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak 

diljatuhkan”. 

Lebih lanjut, Stahl mengemukakan bahwa:22 

                                                             
20 P.A.F. Lamintang, Op.cit, hal.23 
21 Ahmad Ferry Nindra, Op.cit, hal.23 
22 Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan 

& Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal.155 
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“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan 

yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdiatau 

wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan 

melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran 

terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap 

pelanggarannya”. 

 

2. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien) 

Teori ini memeberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari 

pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu 

mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya 

terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat 

(de handhaving der maatshappeljikeorde). 

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang 

merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan 

prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan 

melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana 

untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri 

terpidana itu sendiri dengan harapan agar siterpidana dapat berubah 

menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan 

prvensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi 

tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. 
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Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah 

seperti yang ditulis oleh Lamintang sebagai berikut :23 

a) Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk 

membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak 

melakukan kejahatan ataupun pelannggaran- pelanggaran terhadap 

kaedah-kaedah hukum pidana. 

b) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah 

diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman hukuman 

itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, 

dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti 

dikenakan sanksi pidana, maka mereka psati akan mengurungkan niat 

mereka untuk melakukan kejahatan. 

Adapun menurut Van Hamel membuat suatu gambaran tentang 

pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yakni :24 

a) Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk 

menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara 

menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak 

melakukan niatnya. 

b) Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara 

menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat 

memperbaiki dirinya (reclasering). 

                                                             
23 Ahmad Ferry Nindra, Op.cit, hal.25 
24 Chazawi,  Adami, Op.cit, hal.162 
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c) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka 

penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka 

tidak percaya. 

d) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib 

hukum didalam masyarakat. 

 

D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang 

dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum 

memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal- hal penting 

dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya 

seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. 

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang 

memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan 

bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alsana pemaaf baginya. Selain itu 

hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan 

telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan 

pembenar. 

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal 

yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya 

nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang 

kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti 
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pengulangan tindak pidana (residive), merupakan tindak pidana berencana, dll. 

Sedangkan factor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-

alasan lain yang meringankan. 

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja 

dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan 

sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan 

suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. 

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat 

(1) d KUHP yang berbunyi : 

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta 

alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi 

dasar penentuan kesalahan terdakwa.” 

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa : 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya.” 

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan 

bahwa:25 

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta- faka 

dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai 

                                                             
25 Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2007, hal.193-194 
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mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan 

kasusu posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan 

pendiriannya.” 

 

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah 

Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen 

Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan 

pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut :26 

1. Kesalahan pembuat tindak pidana 

2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 

3. Cara melakukan tindak pidana 

4. Sikap batin pembuat tindak pidana; 

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; 

6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 

9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan 

10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 

Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat 

menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan ataukah 

hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan 

                                                             
26 Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.91 
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dapat merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda yang 

dijunjung tinggi oleh masyarakat dan setiap insan. 

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




